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Abstrak
 

Arus globalisasi dalam perekonomian, terutama di bidang kerjasama perdagangan barang dan jasa yang

tengah melanda dunia saat ini, turut pula merebak di Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin

cepat dan kompleks, berbagai bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan masuk ke Indonesia, dimana

salah satu bentuknya adalah perjanjian franchise. Franchise merupakan suatu bentuk usaha yang telah lama

dikenal di Indonesia dan diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta sistem terbuka buku III KUH

Perdata. Perjanjian franchise antara PT.X dengan PT. Y merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1993

berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam Perjanjian tersebut para pihak rnelakukan pilihan hukum

dengan memberlakukan hukum Ohio bagi perjanjian yang bersangkutan, dan hingga saat ini perjanjian

tersebut belum didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku. Perjanjian tersebut memuat klausula-klausula

yang memperlihatkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, dan dalam hal ini pihak franchisee banyak

dirugikan, terutama karena adanya pilihan hukum tersebut. Berlakunya PP No. 16 tahun 1997 beserta

peraturan pelaksananya yang mensyaratkan berlakunya hukum Indonesia bagi perjanjian franchise serta

menentukan adanya kewajiban pendaftaran bagi perjanjian franchise yang dibuat sebelum berlakunya

peraturan tersebut dalam hal ini tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terutama bagi pihak

franchisee, karena kedudukannya yang lebih rendah daripada KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak

dalam perjanjian tetapa dapat melakukan pilihan hukum dalam perjanjian, berdasarkan asas kebebasan

berkontrak. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, terdapat

pembatasan yang cukup berarti terhadap kebebasan para pihak dalam suatu perjanjian franchise, terutama

dalam hal terdapatnya klausula no agency yang dapat menghilangkan tanggung jawab franchisor atas

perbuatan melawan hukum yang dilakukan franchisee.
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